Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelaye@ada masyarakat dan
mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatasiakaan bermotor di
jalan maka perlu dilakukan penentuan laik jalani bandaraan bermotor
melalui pengujian kendaraan bermotor;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang RHkpualblonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusrabamaka Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2002 tentamgb&& Pengujian
Kendaraan Bermotor perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimamekslid pada huruf a dan
hruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentantyibRsi Pengujian
Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahl@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJdwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, BEdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tah88lltentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneshuimd981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2{a®)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 hahlB99 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas danpKiorKolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat@90 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noft)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 TahR004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembbgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragarddeRepublik
Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tah®04 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000Nb2%», Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah ldiylhiag kedua kali
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1zZhuli 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No&®% Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 TaR009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republionesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubdkniesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 hah2009 tentang
Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indondaaun 2009 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaokd953);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 TaBQ09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&plrolonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubdikniesia Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Thah2011l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemlibd@gara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaragarddeRepublik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nod®rTahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingk@asuruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nog¥rTahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terifakum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®3 18Momor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor2b8)3sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Repubtiknkesia Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia No®@ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#®brTahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Repufdi@nésia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No&®rTahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuddbnesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4578

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noi#trTahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelengganaamniBehan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mab6d, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Na@fcofFahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemundrdgk Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden&sihun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN6161);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoiahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&erd®erundang-
undangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 uhaHl993 tentang
Persyaratan Abang Batas dan Laik Jalan Kendaraamdbar, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Musg¢ata Komponen-
komponennya;
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 TaHi#93 tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaR066 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdydray kedua kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 f&@11;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Ta005 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KB&suruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T&@@7 tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dakodh Pasuruan

Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubahateRgraturan Daerah
Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran DaKrth Pasuruan

Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tah0B8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kasafdan Tahun 2008,
Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o g

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutlisiagkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan, Korasini#kan Informasi.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan matapenghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnyabusir yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajibtridrei serta
pengawasan penyetorannya.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yangnggtnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sel@@&aghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutandiRstr
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komangigseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milderdh (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kokggerasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, odgnmassa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga th@ntuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk as@ap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa daahpelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatamnylai yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibeoleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatannumserta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yangrakigan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraagp lyamalan di atas rel.

Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yargnading khusus

yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertemtara lain:

a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;

b. kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik medaa,;

c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesilasg(stoomwaltz),
forlklift, loader, excavator, dan serta;

d. Serta Kendaraan khusus penyandang cacat.

Kendaraan Wajib Uji adalah Kendaraan yanghbwajelakukan pengujian

berkala, yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, inbbrang, kereta

gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikaiat.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor dagkwrang yang

memiliki tempat duduk maksimal 8(delapan) orangrmsesuk untuk

Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3&@@ ribu lima ratus)

kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutaang yang memiliki

tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasukk Pengemudi atau

yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima satkilogram.

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yangirtagan untuk angkutan

barang.

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipakgum untuk mengangkut

barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagidareya ditumpu oleh

kendaraan bermotor penariknya.

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipgkga untuk mengangkut

barang yang seluruh bebannya ditumpu alat itu sedain dirancang untuk

ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkasgratan menguji dan/

atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotaetakegandengan,

kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rgmgkanuhan terhadap

persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang getaya disebut Uji

Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yarigkukian secara

berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kegatedengan, kereta

tempelan dan kendaraan khusus.

Bukti Lulus Uji adalah Legitimasi hasil pengujiKendaraan Wajib Uji.

Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang seiamyja disebut Buku Uji

Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala betbleouku yang berisi data

dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kemata bermotor, kereta

gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
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Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang gafaya disebut Tanda Uji
Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala betblenpelat berisi data
mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendardan masa berlaku
yang dipasang secara permanen pada tempat tetdiekgndaraan.

Tanda samping kendaraan bermotor yang selgajuttisebut Tanda
Samping adalah tanda yang berisi informasi singkail uji berkala, yang
dicantumkan/dipasang secara permanen dengan meakggurstiker pada
bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor yahgngdnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kend&eyanotor yang
ditentukan oleh Pemerintah Kota.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Baglang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk metak pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribus

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertgang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jBsdayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selaygutlisingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besgumyah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanuitigingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ataksaadministratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayangyselanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang meham jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kreeltibusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusdgh terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghimian mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan setge#tif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retdlamgatau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perafeamndang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaarah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikuki mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membugdnig tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan retribusi yangdergerta menemukan
tersangkanya.

Petugas pemungut adalah Petugas yang ditetaplen pejabat yang
berwenang untuk menjadi pejabat pemungut retribusi.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah KotarfPasu

BAB I1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermdipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Keanddeamotor.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adglalayanan pengujian
kendaraan bermotor wajib uji yang diselenggarakeh Bemerintah Kota.
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Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badag yaenggunakan/ menikmati
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diggdeakan oleh Pemerintah
Kota .

BAB I11
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasutrggain retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jer&y/aean dan jenis kendaraan
dan jumlah kendaraan yang diuji.

Pasal 7

(1) Bagi kendaraan yang tidak lulus uji diwajibkan nkelean uji ulang.

(2) Bagi kendaraan yang melakukan uji ulang dan tidaksl uji, diberikan
kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk melakukan lajng.

(3) Bagi kendaraan yang telah melakukan uji ulang sella2 (dua) kali dan
tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka tidak dikan bukti lulus uiji.

(4) Pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud padd23yadak dikenakan
biaya.

Pasal 8

(1) Permintaan Buku uji baru oleh pemilik kendaraarekarhilang atau rusak
wajib disertai atau dilengkapi Surat Keterangan dapolisian.

(2) Pemilik kendaraan wajib uji dapat memutasikan at@lakukan uji berkala di
luar wilayah pengujian tempat kendaraan terseldat&ar dengan disertai izin
dari pejabat yang berwenang.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrilitetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersamgkutemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas peradi@nd atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipiatyaboperasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif berlaku untuk semues jeendaraan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimainaaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampirag yarupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @igtahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksuch paght (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembaegakonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pgata (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasargerkalian antara tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Padahgan tarif Retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13
Retribusi terutang dipungut di wilayah kota.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanyenér() bulan kalender.
Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat penggunaasyaedn pengujian kendaraan
bermotor atau sejak diterbitkan SKRD atau dokunaenylang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Bentuk SKRD sebagaimana yang disebut dalam @yadiatur lebih lanjut
dalam Peraturan walikota.
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Pasal 17

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimakswuahd®asal 16 ayat (1) disetor
ke Kas Umum Daerah secara Bruto.

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak merydratepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratifieerounga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang daegiyyang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dudagada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran.

(3) Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana yang waisgdlam Pasal 15 diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Tata cara pemungutan dan penyetoran hasil pemungatebusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17rdiahih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Subjek retribusi membayar retribusi di lokasi pgregu kendaraan
bermotor kepada petugas pemungut atau di tempatyéng ditentukan
oleh Walikota.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayatwdjp membayar
retribusi pada saat memanfaatkan pengujian kendataermotor dan
diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berugRI[S.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannybagmimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan surat tegurarat faeringatan atau surat
lain yang sejenis.

(2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lairg y@gjenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan peatales penagihan
retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatiijptempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggabhtsteguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampaléajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaiaman dimaksua pgdt (3) retribusi
yang terutang belum dilunasi, ditagih dengan niatkem STRD.

(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lairg ysgjenis dan STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat @)pitkkan oleh Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.
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(1)

(@)

3)

(4)

(5)

BAB XIl1
KEBERATAN

Pasal 22

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan katae hanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD afakumen lain yang

dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam lmhHadonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakitingdama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika WaRetribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat rmlibe karena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dutdgkada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atakudsaan Wajib

Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban bagan Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (@haulan sejak tanggal

(2)

@)
(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

Surat Keberatan diterima harus memberi keputusas kéberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kedoerat

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatddpta untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kel@rayang diajukan

harus diberi keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat bemgr@erima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retydnggiterutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud @g@a (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatamyydiajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 24

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambaibalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling I2n(duh belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayadilfitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, WajibriBesi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (ephabulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganda Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memibdeiaitusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgda(2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu kepam, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikahul#an SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lanfaatu) bulan.
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(7)

(1)
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@)

(4)

()

(1)
(2)
@)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Reisb lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada @yatlangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utRegribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribudiageemana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paliagnd 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Rairibdilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalamdau sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayakalebihan
pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaratribB® sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturankdtali

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjeeldaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak sdatutangnya

retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukaimdak pidana di bidang

retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimamaaldiud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib resib baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaandimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak t@ngliferimanya Surat

Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsunggaghana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan Hasannya menyatakan

masih mempunyai utang retribusi dan belum melupasirkepada

Pemerintah Kota.

Pengakuan utang retribusi secara tidak larmgssebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajysermohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohaiseratan oleh

wajib retribusi.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagihagil karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexqpus

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusanarfgutretribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Tata cara penghapusan piutang retribusi yamdpls kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.
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BAB XVII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI/SANKS]

Pasal 28

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, kenagadan pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atmksinya.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaindimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuajio\VRetribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pgdh (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, Kkeringanan @gembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Walikota.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untudénguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melalksan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataatatam,
dokumen vyang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempati atsngan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gunandaian
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pisean retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana penmfungtribusi sebesar 5
% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerjatarte

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatdimaksudkan
untuk meningkatkan:
a. kinerja SKPD;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
c. pelayanan kepada masyarakat
d. pendapatan daerah;

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayaliljayarkan setiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t@aia insentif untuk
triwulan  tersebut dibayarkan pada awal triwulamikognya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
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(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun angggpenerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudahayditkan untuk
triwulan sebelumnya.

(7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimakadd pyat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungdamerintah Kota
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk nouédak penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana kismd dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adpé&bbat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kgt@ang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuarnunaeraperundang-
undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayati&lah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kegzna atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangibRsi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebitkigmdan jelas;

b. menelitii, mencari dan mengumpulkan keterangan nmengerang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yhlagukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang diribatau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidamdp&Ref

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkendangan
tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanti buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkalaku
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanagas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedatangbsang
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dakuryang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakanpid
Retribusi;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya daperitsa
sebagai tersangka atau saksi;

J- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapenyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuperaturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pahkgithya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polidegara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yangturdi dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajifiya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungmgpgama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kailah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayptpébal ini adalah
pelanggaran.
Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayah€fi)pakan penerimaan
negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatuh |édmjut dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makatian Daerah Kota
Pasuruan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Ufiang Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 28@Por 02) beserta
Peraturan Daerah perubahannya dicabut dan dinyetialek berlaku.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalambdram Daerah Kota
Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 April 2011

WALIKOTA PASURUAN
Ttd,

HASANI
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Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 Desember 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN
Ttd,
Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 25

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK

Pembina
NIP. 19570324 198503 2 002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

l. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiapanyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan faglitalgk. Oleh karena itu diperlukan adanya
penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumberag2éanl Asli Daerah baik berupa
penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yanggater tata cara pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Iaed@Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangabeht)ndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetriDaerah dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka perakeain Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujianddesan Bermotor yang pembentukannya
berpedoman pada Undang-Undang Republik IndonesrmaoNd8 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Rkegdadonesia Nomor 34 Tahun 2000
perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalamsalp ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tagsir shlah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pa
dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 X Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 X Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 X Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 X Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 X Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 X Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 X Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 X Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 X Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
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Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 X Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 X Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 X Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 X Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 X Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 X Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 X Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 X Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 19
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LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 30April 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF
NO JENISPELAYANAN JENISKENDARAAN RETRIBUS]
1 2 3 4
. N JBB< 3.500 Rp. 32.500
1. | Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor JBB> 3.500 Rp. 42.500
2. | Biaya BUkt.'. Lulus Uji : Rp. 10.000
a. Buku uji baru/ penuh —
.. . Semua jenis kendaraan Rp. 10.000
b. Tanda uji dan tanda samping Rb. 75.000
c. Penggantian buku uji karena rusak/hilang p- 1>
3. | Biaya Pelayanan persetujuan Mutasi Uji kelugemua jenis kendaraan Rp. 50.000
Daerah
4. | Biaya keterlambatan uji per bulan (36 bulanl) G&Menis kendaraar Rp. 10.00d

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM WALIKOTA PASURUAN,
Ttd, Ttd,
MIMIN D. JUSUF, Bc.HK HASANI
Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002
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